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BUPATI MUARA ENIM

bahwa dengan telah ditctaplan Peraturan Daerah Kabupaten
Muagra FEnim Nomor 21 Tabun 2001 tentang lzin Usaha
Industis Basil Tanaman Perkebunan, maka dqipsndang perlu
menetapkan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri Hasil
Tanaman Perkkebunan dalam Kabupaten Musra Enim

hahwa poink menetapkan Tata Cara Pemberian lzin dimaksud
periu diatur dan ditetapkan dengah K epulisan Bupati Muara
Enim.

Undang-undsng Nomos 28 Tahun 1959 lentang Pemberntulan
Dagrah Tmgkat T dan Kotapraja <& Somatera Sclatsn
(Lembaran Negara Tehun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1821,

Uindang-undang. Momor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidava Tanaman (Lembaran Negara Tahim 1992 Notoor
46, Tambahan Lembaran Negara Nontor 3478);

Undang-undang Nomor 22 Tabun 1999 tentang Pemenntahan

 Dacrah (Lembaran Negara Tahun-1998 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 38397,

Peraturan Pemenintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2000 tentang  Kewenangan Pemerintah don  Kewenangan
Propinsi sebagal Doeersh (Monom { Lembarm  Negara
Republik Indonesia Nomor 54, Tambaban Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 163 §;,

Keputusan Menten Kehumtanan dan Perkebiman Nomor
WTKPTS-11/1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan,



Menetaplkan

6. . Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerinlah Kabupaten Muara
Enim [ Lembaran aerah  Kabupaten Muara Hnim Tabun
2000 Nomor 28 ),

7. Peraturan Daerah Kabgpaten Muara Enim Momor 19 Tahum
20003 entang Pembentukan Organisasi dan Tata Eerja Dinas
Dagrah  Kabopaten Muars Enim ( Lembaran Dacrah
Kabupaten huara Fnim Tabun 2000 Nomor 33 )

% Peraturan Daerah Kabupaten Mugra Fnim Nomor 21 Tabium
2001 tentany Trin Usaha Industri Hasil Tanaman Perkebunan

{Lembaran Daerah Kabupaten Muara EmimTahun 2001
Momaor 87).

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
21N LSAHA INDUSTRI HASIL TANAMAN PERKEBRLINAN
DALAM KARUPATEN MUARA ENIM.

BAB I
KETENTUAN UMLM

Pasal 1

Dialam Eeputusan ini yang dimaksud dengas |

B b —

[Jaerah adalah Kabupaten Muara Enim

Pemerintah [Jaerah adalsh Pemeriniah Kabupaten MMuara Enim
Bupati adalah Buopati Muoara Enim

Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan
Kehutanan Kabupaten Muara Enim.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Eabupaten. Muaara Enim.

_ Usaha Industri Vasil Tanaman Perkebunan adalah Usaha Industn

Pengelolahan Industri hasil komoditi perkebunan yang berfujuan
nntuk memngkatkan nilai tambah hasil usaha pnmer perkebunan.
lzin l/saha Idustni Hasil Perkebunan adalah Tzin Ussha vang
diberikan kepada orang dan atau Badan vang akan mendirikan usaha
Pengolahan hasil Perkebunan.

Pemegang izin adalah setiap orang dan atau Badan Hukum vang
mempunvai Lzin Usaha Indastri hasil Tanaman Perkebunan,
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BAB N

TATA CARA PERMOHONAN 1IN
Pasat 2
Sctiap orang atny Badan Hukum vang mempunyai wsaha Industn hasil
Tanaman Perkebunan di Daerah harus mempunyai Ixn Usaha Induostr
vang dikcluarkan oleh Bupati stau Pejabat yang ditunjuk.

Pazal 3

Permohonan Lan Usaha Indostri disjukan oleh Pemohon kepada Bupati
melald Dinas Perkebunan dan Kehutanan dengan Persyaratan sebagai

berikut

a. Photo copy KTP

b. Photo copy Akia Pendirian Perusahean bagi Badan Hukum

¢. Photo copy Surat Kepemilikan Tanah { SKT) diketahui oleh Camat .
d. Peta Lokasi Areal yang dimohon,

e, Rekomendas: dari Dinas Lingkungan Hidup,

f. Benta Acara Pemeriksaan Lokasi  oleh Tim dengan mengikut

sertakan Kepala DesaLurah dan Camat.

BAE )
MASA BERLAKY IZIN
Pasal 4
Izin Usaha Industri Hasil Tanaman Perkebunan berlaku selama Ussha
Industri melakukan Kegatan.
BaAB IV
KEWAMNBAN PEMEGANG IZIN
Pagaf 5
. Pemegang Irin Wajib membuat laporan kegiatan pengolahan hasil
tanaman Perkebunan dari areal vang diiznkan,
b. Pemegang Izin wajib mengirimkan Laporan kegiatan Pengolahan
hasil Teanaman Perkebunan setiap 6 { Enam ) bulan disampaiklan
kepada Bupati melalul Kepala Dinas.

c. Pemegang lein wajib memenuhi kewsjiban Peraturan Perondang-
undangan yang berlaku sesuai dengan izin vang diberikan.
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BAB Y
KETENTUAN PENUTLUP
Pasal 5
Keputusan ini mutai bertakn pada tangeal diundangkan,
Agar setiap ovang mengetahuinve, memerintahkan Pengundangan

Eeputusan imt dengan menempatkannya dalam Lembaran Kabupaten
Musra Enim. i

Ditetapkan  © Muara Enim
~ Pada mnggal | 25 Pebmuari 2002

BUPATI MUARA ENIM

rry y L ,_ﬂ

HAHMAD SOFIAN EFFENDIE

Driondangkan di ; Muara Enim
~. Pada Tanggal 25 Pewrusrs 2002

SERRETARIS RAH RABUPATEN
; ENIM

ARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN
2002 NOMOR 7.
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